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KATA PENGANTAR

-
Dalam rangkaian tulisan mcengenai apa yang discbut  SPECIALL
CELICTEN atau TINDAK PIDANA  KHUSUS, scbagaimana yang djmak-
sudkan dalam Buku-Kedua Kitab Undang-undang I'lukum Pidana itu, Penulis
tidak bermaksud untuk membahas secara menycluruh isi dari Buku-Kedua
terscbut, melainkan untuk tujuan praktis akan dlbdhds hdnyd bcbudpa jenis
dclict yang banyak terjadi schari-hari. .
Dengan demikian diharapkan agar dalam waktu singkat Penulis dapat
menyajikan sckedar pecdoman yang sangat penting untuk di ketahui oleh para
Mahasiswa dalam mempelajari beberapa Bab yang terdapat di dalam Buku-
Kedua Kitab Undang-undang Iukum Pidana sccara praktis dengan tidak
meninggalkan sifat ilmiah dalam pembahasannya. :

Sudah barang tentu Penulis akan merasa bahagia, apabila rangkaian
tulisannya ini dapat bermanfaat pula bagi para pencgak hukum, para pengajar,
para pembela dan siapa saja yang menaruh perhatian terhadap usaha-usaha
pencgakkan hukum di ncgara ini, karena sifat alamiah dari sedikit pengetahuan
yang dimiliki Penulis akan menjadi bermanfaat bagi kalangan yang luas.

Apabila di dlam rangkaian tulisannya, Penulis banyak mempergunakan
bahasa asing, initidak berarti bahwa Penulis ingin membiasakan para pembaca
untuk berbahasa asing, mclainkan agar para pembaca dapat membahas pasal
demi pasal dariisi Buku-Kedua Kitab Undang-undang ukum Pidana itu sceara
benar, olch karena pembahasan dari pasal-pasal yang telah diterjemahkan ke
dalam bahasa Indoncsia akan mengarah ke kesalahan-kesalahan, yang sudah
barang tentu akan sangat merugikan bagi mercka yang ingin mempclajari
Hukum Pidana itu sccara benar, apalagi jika pengetahuan yang diperoleh akan
dipakai bagi pencrapan hukum terscbut sceara salah.

Dikemudian para pembaca akan mengetahui, bahwa hampir semua
terjemahan mengandung kelemahan-kelemahan, bahkan juga yang dikerjakan
oleh scorang ahli hukum terkenal seperti Mr. WAL ENGELBRECHT,
schingga di dalam penggunaannya tanpa disadari mungkin sclama ini orang
telah memberikan arti yang lain daripada apa yang scbenarnya dimaksudkan
olch undang-undang, dan bukan tidak mungkin bahwa tclah terjadi ada orang-
orang yang dijatuhi hukuman dikarcnakan kesalahan tafsir terhadap unsur-
unsur dari scsuatu delict yang dianggap telah dilakukan oleh mercka.

Kemahiran dan ketetapan dalam miemberikan suatu PENAFFSIRAN
atau  INTERPRETATIE terhadap suatu rumusan  delict  ataupun  unsur-
unsur dari dclict tersebut dan pengetahuan tentang unsur-unsur suatu delict
akan membantu kita untuk scdikit mungkin mclakukan kesalahan dalam
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memberikan arti terhadap maksud undang-undang dan dengan demikian juga
akan diperkecil kemungkinan terjadinya kekeliruan di dalam pencrapannya.

Sudah barang tentu “pengetahuan tentang penafsiran™ dan “pengetahuan
tentang unsur-unsur dari scsuatu delict” saja tidak memberikan jaminan yang
cukup agar scscorang dapat mcmbaca pasal-pasal Kitab Undang-undang
Hukum Pidana sccara sempurna tanpa discrtai pengetahuan yang cukup
tentang lain-lain cabang lhmu Pengetahuan Hukum, seperti Flukum Perdata,
Hukum Dagang dan lain-lainnya. Untuk mcemudahkan bagi para pembaca,
maka di dalam tulisan ini akan Pcnulis sadur pasal-pasal dari lain-lain
peraturan perundangan, scjauh hal terscbut ada hubungannya dengan scsuatu
pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang scdang dibicarakan.

Di dalam terbitan edisi kedua ini telah dilakukan perbaikan yang dianggap
perlu tanpa mengubah isi.

Akhir kata, Penulis sangat yakin, bahwa tulisan ini adalah sangai jauh
dari scmpurna dan karcnanya dengan scgala kerendahan hati Penulis mohon,
sudikah kiranya para pembaca mcenambahkannya sendiri atas kckurangan-
kckurangan yang ada, demi tercapainya maksud bersama.

Penulis.

KATA PENGANTAR
(Cetak Ulang Edisi Kedua)

Buku Delik-Deli Khusus cdisi kedua ini, untuk memenuhi permintaan
para pcminat kami cctak ulang. Pada Cetak ulang ini bolch dikatakan tidak
ada perubahan isi, hanya pada kesempatan ini kami lakukan perbaikan
seperlunya khususnya perwajahan. Sclain itu juga pada Cetak Ulang ini telah
dicantumkan ISBN yang tclah terdaftar pada Perpustakaan Nasional: Katalog
Dalam Terbitan (KD'T).

Semoga usaha kami ini dapat kiranya membantu dan bermanfaat bagi
para pecmakai buku ini dibidangnya masing-masing.
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BAB |
PENDAHULUAN

1. JENIS KEJAHATAN YANG TERMASUK DALAM GOLONGAN
“KEJAHATAN YANG DITUJUKAN TERHADAP HAK MILIK DAN
LAIN-LAIN HAK YANG TIMBUL DARI HAK MILIK”

Menurut sistimatika Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jenis-jenis
kejahatan yang termasuk ke dalam golongan “Kejahatan yang ditujukan
terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik” atau apa yang
di dalam bahasa Belanda discbut “Misdrijven tegen de cigendom en du_gl,{dru:t
voortvloeiende zakelijke rechten” adalah kejahatan-kejahatan:

Pencurian atau dicfstal
Pemcerasan atau alpersing
Penggcelapan atau verduistering
Penipuan atau bedrog dan
Pengrusakan atau vernicling.

S SN

Didalam ilmu pengcetahuan, atau doctrinc ada pendapat lain yaitu pendapat
dari Profesor Mr. 1D. SIMONS, yang mcnghendaki agar juga kcjahatan
“pemudahan™ atau “begunstiging” dimasukkan ke dalam golongan kcjahatan
ini, dengan alasan bahwa di dalam kcjahatan “pemudahan” tersebut terdapat
perbuatan “penadahan” atau “heling”.

Menurut Profesor Mr. D. SIMONS perbuatan “penadahan” itu sangat
crat hubungannya dengan kejahatan-kcjahatan seperti pencurian, penggelapan
ataupun penipuan. Dan justru karcna adanya orang yang mau mclakukan
“pcnadahan” itulah, orang scolah-olah dipermudah maksudnya untuk
melakukan pencurian, penggelapan atau penipuan.

Khusus di dalam tulisan ini, kejahatan “pemudahan” atau “begunstiging™
terscbut akan dimasukkan kc dalam golongan “Kcjahatan yang ditujukan
terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik™.

Apabilakita melihat ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan
kitakctahui bahwa scmua kcjahatan tersebutdi atas diatur didalam Buku Kcedua
dengan pemisahan, yaitu bahwa kcjahatan pencurtan diatur di dalam Bab kc-
XXIIl, kejahatan pcmerasan di dalam Bab ke-XXI1V, kejahatan penggelapan
di dalam Bab ke-XXI1V, kejahatan penipuan di dalam Bab ke-XXV, kcjahatan
pengrusakan di dalam Bab ke-XXVII dan kejahatan pemudahan di dalam Bab
ke-XXX.

2. PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Soal penafsiran Undang-undang Hukum Pidana itu merupakan soal
yang sangat penting di dalam doctrine dan juga mcrupakan tugas yang sangat
penting pula bagi Iakim, Jaksa, Polisi dan para Pembcla.
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Hukum Pidana scndiri tidak mencntukan syarat-syarat penalsiran.
Apabila kita mcempcelajari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan
nampak pada kita bahwa apa yang diterangkan di dalam Buku Kcsatu Bab ke-
IX bukanlah sckali-kali mcrupakan syarat-syarat penafsiran Undang-undang
lukum Pidana, mclainkan scmata-mata penjclasan tentang beberapa patah
kata ataupun istilah-istilah yang dipergunakan di dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana.

Cara untuk mencari pengertian tentang kata-kata atau istilah-istilah yang
dipergunakan olch Undang-undang Hukum Pidana dengan mclihat pada
penafsirati di dalam undang-undang itu scndiri disecbut AUTHENTIEKI
INTERPRETATIL:.

Olch karcna ltukum Pidana scndiri tidak membcerikan syarat-syarat
interpretatic terhadap Undang-undang FHukum Pidana, maka penafsirannya
discrahkan kepada doctrine dan jurisprudcnsi. ’

Padaumumnya syarat-syarat penafsiran yang berlaku bagi lain-lain bidang
hukum, seperti Flukum Perdata, IHukum ‘latancgara dan lain scbagainya itu,
berlaku juga bagi penafsiran Hukum Pidana, kecuali beberapa syarat.

Syarat pokok untuk mclakukan pcnafsiran terhadap scsuatu undang-
undang adalah, bahwa undang-undang itu harus ditafsirkan bcrdasarkan
undang-undang itu scndiri. Demikian diuraikan olch Profesor Mr. ). SIMONS
bahwa:

het hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zichzelf moet worden verklaard "

Ini berarti bahwa untuk menafsirkan undang-undang itu, sckali-kali tidak
bolch orang mencari bahan-bahan penafsiran di luar undang-undang.

Sungguhpun demikian kita tidak bolch mcngabaikan kenyataan, bahwa
meskipun undang-undang itu tclah dibentuk dengan mempergunakan kata-
kata dan istilah-istilah yang tcgas, akan tctapi masih ada kemungkinan untuk
membcerikan  berbagai-bagai penafsiran, bahkan dapat pula menimbulkan
keragu-raguan.

Berhubung dengan itu adalah merupakan suatu syarat yang penting untuk
dipakai scbagai pcdoman, yaitu bahwa:

a. bilamana susunan kata-kata sudah tegas, arti dari kata-kata itulah yang
harus dipakai scbagai dasar pcnafsiran;

b. apabila kemudian ternyata, bahwa kata-kata yang dipcrgunakan olch
undang-undang mcmbcerikan kemungkinan untuk ditafsirkannya dalam
beberapa arti, maka barulah kita mempergunakan lain cara penafsiran.™

)7 Simons. Prol. Mr. D.. Leerboek het Nederlandse Strafrecht [P Noordholl N. V..
Groningen-Batavia, 1937, 479, hal. 97.

2y Pompe. Prol. Mr. W.P.I., Handbock van het Nederlandse Strafrecht, Uitgevers Mij. WL
Ticenk Willink. Zwote, 1959, 632. hal 54: scbelum dicari dengan lain-lain penalsiran
haruslah ebih dahulu berusaha mengetahui maksud pembentuk undang-undang.
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lain-lain cara penafsiran sepertt dimaksudkan di atas yang dapat diper-
gunakan adalah : ‘ '
.
A. Grammaticale Interpretatie ' #
Cara penafsiran scmacam ini adalah didasarkan pada arti kata-kata
menurut tatabahasa schari-hari atau yang dipergunakan schari-hari. -
Demikian Profesor PAUL SCHOLTEN mengemukakan pendapatnya,
bahwa:
de taal, de betekenis-der woorden naar spraakgebruik staat voorop onder
de gegevens voorde rechisvinding. De taal is het middel bij uitnemendheid,
waardoor de mensen met elkaar in betrekking ireden; een ordening als
die van het recht is zonder de taal niet denkbaar. Geen niogelijkhéid van
recht zonder formulering, het is rechisspraak wadarom wordt gevraagd;
een in woorden uitgedruki oordeel over het rechi; dat oordeel steunt op
algemene, wederom in woorden samengevatie formules.

B. Logische Interpretatie

Dalam hal ini disclidiki maksud undang-undang dengan mencari hubungan
antara undang-undang itu dengan undang-undang lain yang ada sangkut-pautnya,

C. Systematische Interpretatie
" Cara penafsiran ini adalah dengan mencari hubungan antara scbagian dari

scsuatu undang-undang dengan undang-undang itu sendiri.
D. Historische Interpretatie

Cara penafsiran ini adalah dengan meninjau kembali sejarah pembentukan
scsuatu undang-undang. Dalam hal ini orang berusaha untuk mengetahui
maksud yang scbenarya dari pembentuk undang-undang mengenai arti kata
scsuatu perkataan dengan meninjau bahan-bahan yang ada hubungannya
dengan pembentukan undang-undang tersebut®, misalnya Reocana Undang-
undang yang diajukan olch scorang Menteri, Memori penjelasan, Memori
Jjawaban dan scgala macam tulisan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam penggunaan cara penafsiran ini, perlu dicatat peringatan Profcesor
Mr. D. SIMONS yang berbunyi:

de geschiedenis der wet kan hulpmiddel zijn om de wil des wetgevers te

leren kennen maar mag er niet toe leiden eene bedoeling, die niet onder de

woorden der wet kan worden gebrachi . . . . . eene redactiefout waardoor

de weigever zich anders heefi uitgedruki dan hij bedoel de, kan slechis

door de wergever worden verbeterd.”

3)  Simons. Prof. Mr. D. Leerboek van het Nederlands Strafrecht 1. P Noordhoff N.V.
Groningen-Batavia, 1937, 479, hal. 98. sclanjutnya juga van 1lattum hal. 71 dan
azewinkel-Suringa hal. 293.

4)  Simons. Prof. Mr. D. op cit hal. 98. sclanjutnya Smidt 1 hal. 19 tentang penjelasan Menteri
Modderman: “De Wetgever spreckt alleen door de wet zelve™.
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atau yang di dalam bahasa Indonesia berarti: scjarah dari undang-undang dapat
menjadi alat pembantu untuk mencoba memahami maksud dari pembentuk
undang-undang, akan tctapi tidak bolch menjurus ke suatu pengertian, yang,
tidak dimaksudkan olch undang-undang. . . . . suatu kesalahan redaksi yang
mempunyai arti yang berlainan dengan maksudnya, hanyalah dapat diperbaiki
olch pembentuk undang-undang,

E. Analogische interpretatie

Cara penafsiran ini adalah scbagai berikut. Apabila terdapat scsuatu yang
diatur dengan legas olch scsuatu undang-undang dan kemudian terdapat juga
lain hal yang tidak diatur dengan tegas oleh undang-undang, scdang lain hal
ini mempunyai dasar dan sifat yang sama dengan hal yang telah diatur dengan
tegas olch undang-undang terscbut di atas, maka undang-undang yang tclah
mengatur scsuatu hal sccara tegas itu, dipergunakan untuk menafsirkan hal
yang tidak diatur dengan tegas olch undang-undang.

Cara penafsiran semacam ini dapat dipergunakan olch semua lapang-
an hukum, kecuali di dalam lapangan hukum pidana. Jadi penafsiran sccara
analogis itu tidak diperbolchkan untuk dipergunakan di dalam lapangan
hukum pidana. ‘

Apabila penafsiran sceara analogis ini dipcrgunakan di dalam lapangan
hukum pidana, maka orang akan memperluas lapangan hukum pidana,
schingga timbul kemungkinan, bahwa scscorang akan dapat dijatuhi hukuman
karcna dipersalahkan telah melanggar sesuatu peraturan perundangan, padahal
undang-undang scbenarnya tidak mencntukan perbuatan terscbut scbagai
perbuatan yang dapat dihukum.®

Di dalam doctrine sendiri terdapat suatu perbedaan pendapat mengenai
bolch atau tidaknya “analogische interpretatic™ tersebut dipergunakan di
dalam lapangan hukum pidana. '

FFaham klasik dengan penganut-penganutnya seperti Profcsor Mr. D.
SIMONS. Mr. VOS dan Profcsor Me. W.P.C. van HATTUM pada pokoknya
tidak memperbolchkan dipergunakannya “analogische interpretatic™ itu di
dalam lapangan hukum pidana®, scdang faham modern dengan penganut-
penganutnya scperti Profesor Mr. W.pJ. POMPE dan Mr. J. 15 JONKIIRS
pada pokoknya memperbolchkan “analogische interpretatic™ itu dipergunakan
di dalam lapangan hukum pidana.”

5)  ibid
6)  Bemmelen, Prof, Mr, F.M. van, Hand - en Leerbock van het Nedertands Strafveeht. S.

“ Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon. Arnhem. Martinas Nigho(T, *sGravenhage. 1933. 637,
hal. 78.

Ty Pompe. Prof. Mr. W. P J. op cit hal. 50 - 57,

4 Delik-Delik Khusus




Jara sarjana  penganut faham  klasik  menentang  dipergunakannya
“analogische interpretatic™ itu di dalam lapangan hukum pidana, olch karcna
menurut pendapat mercka, penggunaain penafsiran semacam itu adalgh
bertentangan dengan azas “Geen straf zonder schuld™ seperti yang terdapat di
dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang lHukum Pidana.

-~

dasal | ayat | Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi “Geen
feit is stratbaar dan uit kracht van cene daaraan voorafgegaanc wettelijke
strafbepaling” atau yang di dalam bahasa Indonesia berarti: “Tiada “‘suatu
perbuatan dapat dihukum. kecuali atas kekuatan undang-undang yang tclah
diadakan terlebih dahulu®. '

Ini berarti bahwa untuk dapat men jatuhkan hukuman lcfhadapscscorang
yang tclah meclakukan scsuatu perbuatan, maka hukuman itu haruslah
didasarkan pada suatu peraturan perundangan yang mclarang dan mengancam
dengan hukuman terhadap perbuatan tersebut, dan peraturan perundangan
mana haruslah sudah ada pada waktu perbuatan itu dilakukan.

Dari apa yang diatur di dalam pasal I ayat | Kitab Undang-undang 1 fukum
Pidana itu dapat diambil kesimpulan, bahwa Undang-undang Hukum Pidana
itu tidaklah dapat diberlakukan surut. Rasio dari ketentuan ini adalah sangat
penting, yaitu agar dengan demikian akan terdapat KEPASTIAN TTUKUM.

Jelas kiranya apabila di dalam lapangan Hukum Pidana diperbolchkan
untuk mempergunakan penafsiran sceara analogis, maka ini berarti bahwa ada
kemungkinan sescorang yang melakukan scsuatu perbuatan yang tidak diatur
dengan tegas di dalam undang-undang akan dapat dihukum, scmata-mata
berdasarkan scsuatu peraturan yang mengatur scsuatu hal yang mempunyai
dasar dan sifat yang sama dengan perbuatan yang tidak diatur dengan tegas di
dalam undang-undang tadi.

Azas seperti yang terdapat di dalam pasal I ayat | Kitab Undang-undang
Hukum Pidana itu lahir pada akhir abad ke XVIII. Seperti telah diketahui
maka pada zaman “Absolute Monarchic™ di Perancis dahulu, belum dikenal
Hukum Pidana tertulis. Pemeriksaan perkara dan penjatuhan hukuman ketika
itu discrahkan scpenuhnya kepada kesadaran hukum para hakim. Olch
karcnanya tidak dapat disangkal bahwa di dalam hal ini para hakim dapat
bertindak sewenang-wenang dan dapat menjatuhkan hukuman semata-mata
berdasarkan kesadaran hukum pribadinya sendiri, schingga tidaklah dapat
dikatakan bahwa ketika itu terdapat suatu kepastian hukum. Dan scbagai rcaksi
terhadap keadaan scperti ini, timbullah beberapa azas hukum atas prakarsa
beberapa orang sarjana, dan salah scorang diantaranya adalah VOLTAIRE.
Maka scjak itu ditentukan, bahwa Hukum Pidana itu haruslah bersumber pada
hukum yang tertulis,

8) opcit
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